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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, 
PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH 

ABSTRAK :  - bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan 
pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah, perlu mengatur kembali tata cara 
penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras 
pemerintah; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 45 Tahun 2013 (LN RI Tahun 2013 No. 103, LN No. 5423); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 
menetapkan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan 
Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai KPA. 

Dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan dialokasikan dana CBP pada Bagian Anggaran 
Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). 

Berdasarkan alokasi dana CBP, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian 
Anggaran Bendahara Umum Negara menyampaikan pemberitahuan alokasi dana CBP 
kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja 
Lainnya (BA 999.08). 

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah 
Pencairan Dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan 
anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum 
negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. 

Hasil penjualan beras CBP dalam rangka operasi pasar merupakan penerimaan negara 
bukan pajak. 

KPA menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain. 

CATATAN  : - Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana CBP dialokasikan/ disediakan dalam APBN 
dan/atau APBN-Perubahan. 

  - Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana CBP 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyediaan, pencairan, 
dan pertanggungjawaban dana CBP mulai Tahun Anggaran 2015. 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
121/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan 
Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

   - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 
19 Juni 2015. 

 


